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Kata Pengantar

Direktur CSRC UIN Jakarta

uku dihadapan pembaca ini merupakan hasil Survei BNasional terhadap Masyarakat Berpendidikan Tinggi 
Mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam Sistem 
Demokrasi Konstitusional. Survei Nasional ini dilakukan oleh 
Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas 
Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatulah Jakarta atas dukungan 
Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia (MPR-RI). Survei ini dilakukan di 34 Provinsi di 
Indonesia dengan jumlah responden sebanyak 1.500 orang 
Masyarakat Berpendidikan Tinggi.

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan Survei Nasional 
terhadap Masyarakat Berpendidikan Tinggi mengenai Pokok-
Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam Sistem Demokrasi 
Konstitusional. Secara khusus survei ini bertujuan untuk: 
Pertama, Mengetahui pandangan dan sikap masyarakat 
berpendidikan tinggi mengenai gagasan PPHN sebagai 
pengganti SPPN dalam sistem demokrasi konstitusional, juga 
penilaian atas kompatibilasnya dengan sistem presidensial. 
Kedua, Mengetahui posisi isu amandemen terbatas UUD NRI 
Tahun 1945 terkait dengan PPHN di tengah-tengah agenda 
publik, terutama tingkat urgensinya jika dilakukan dalam 
konteks sekarang ini. Ketiga, Memetakan aspirasi, tuntutan, 
dan masukan masyarakat berpendidikan tinggi mengenai 
bentuk, konstruksi konsep, dan substansi materi yang 
sebaiknya ada di dalam PPHN. Keempat, Menggali aspirasi, 
tuntutan, dan masukan masyarakat berpendidikan tinggi 
mengenai prosedur etis yang sebaiknya ditempuh agar 
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meyakinkan publik atas proses pelaksanaan amandemen 
terbatas mengenai PPHN.

Dengan tujuan di atas, survei nasional ini berupaya untuk 
memberikan penilaian yang obyektif terhadap Pokok-Pokok 
Haluan Negara (PPHN) sebagai arah perencanaan 
pembangunan di masa yang akan datang. Hal-hal yang positif 
dari hasil Survei diungkap secara proporsional. Begitu juga 
sebaliknya, temuan yang bersifat kritis diuraikan secara 
mendalam.

Penting untuk diketahui oleh pembaca, bahwa survei ini 
terlaksana merupakan hasil kerja keras banyak pihak, 
terutama tim yang bergabung dalam proyek survei ini. Kami 
ingin menghaturkan terima kasih dan penghargaan bagi 
sejumlah nama yang tergabung dalam tim yang telah 
memperlihatkan kerja keras, komitmen, dan tanggung jawab 
terhadap kesuksesan survei, terutama kepada Irfan Abubakar 
sebagai ketua tim pelaksana survei, Efrida Yasni sebagai tim 
perencana, para peneliti;

Irfan Abubakar, Mohalli, Junaidi Simun, Otto Trengginas 
Setiawan, Pradita Devis Dukarno, dan Sajida Humaira yang 
telah bekerja keras siang dan malam dalam mensukseskan 
survei ini. Haula Soviana sebagai ketua tim pengawas yang 
selalu mengawasi dan mengevaluasi perencanaan dan 
pelaksanaan survei, Cika Tamara sebagai sekretaris, dan 
Rheza Chintya sebagai keuangan. Disamping itu, kami 
ucapkan terima kasih kepada para Koordinator Wilayah di 
seluruh Indonesia dan 100 orang sebagai tenaga lapangan 
(Interviewer), dan para pengawas lapangan yang saya tidak 
bisa sebutkan namanya satu persatu.
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Beberapa nama lain yang perlu kami berikan apresiasi dan 
sanjungan khusus adalah Prof. Dr. Amany Lubis, MA. Rektor 
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang menaruh perhatian besar 
atas suksesnya survei nasional ini. Kami ucapkan terima kasih 
atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan Badan 
Pengkajian Sekretariat Jenderal MPR RI kepada kami untuk 
melaksanakan Survei Nasional ini. Dan tak lupa kami 
sampaikan terima kasih atas bantuan banyak pihak yang 
namanya tidak dapat kami urut satu persatu di sini.

Kami telah berusaha melakukan yang terbaik yang kami 
mampu lakukan, namun hasil bukui ini mungkin tak luput dari 
pelbagai kelemahan dan kekurangan. maka sumbang saran 
dan masukan yang kritis-konstruktif untuk penyempurnaan 
buku ini akan kami terima dengan pikiran dan hati yang 
terbuka.

Demikianlah kata pengantar yang dapat kami sampaikan. 
Semoga buku Survei Nasional terhadap Masyarakat 
Berpendidikan Tinggi Mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara 
(PPHN) dalam Sistem Demokrasi Konstitusional berkontribusi 
dalam membangun karakter bangsa dan memberikan manfaat 
bagi MPR-RI dalam membuat kebijakan tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional di masa yang akan 
datang.

Juni 2022,

Ttd.

Idris Hemay, M.Si.
Direktur CSRC UIN Jakarta
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Kata Pengantar

Kepala Biro Pengkajian Konstitusi MPR RI

lhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat AAllah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas 
diterbitkannya Buku Survei Nasional terhadap Masyarakat 
Berpendidikan Tinggi Mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara 
(PPHN) dalam Sistem Demokrasi Konstitusional, yang 
merupakan hasil survei nasional kerja sama antara Badan 
Pengkajian MPR dengan Center for the Study of Religion and 
Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif 
Hidayatulah Jakarta. Proses penyusunan Survei Nasional ini 
telah berlangsung selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, dengan 
memuat rangkaian penelitian kuantitatif yang terdiri dari 
desain survei, menyusun instrumen survei, turun lapangan 
wawancara tatap muka langsung kepada responden terpilih, 
entri dan analisis data, menulis laporan dan dokumentasi 
sumber-sumber referensi yang berkaitan dengan pelaksanaan 
Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Risalah Perubahan 
Undang-Undang Dasar, pendalaman melalui Focus Group 
Discussion (FGD), dan serta analisis kesimpulan yang tajam 
dari tim peneliti. 

Penerbitan serta penyebarluasan buku ini dimaksudkan 
tentunya untuk menambah khazanah pemikiran bagi para 
pembaca, dan kalangan dunia akademis, serta sebagai bahan 
bagi para Anggota MPR dalam mendukung dan memperkaya 
s u b s t a n s i  g u n a  m e n u n j a n g  p e l a k s a n a a n  t u g a s 
konstitusionalnya. 
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Akhir kata, kami menyampaikan permohonan maaf 
apabila terdapat ketidaksempurnaan dalam penerbitan buku 
hasil kajian akademik ini. 

Juni 2022,

Ttd.

Drs. Yana Indrawan, M.Si.
Kepala Biro Pengkajian Konstitusi MPR RI
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